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ABSTRACT 
 
The regulations on the system of land tenure practiced by indigenous 
people in the Regulation of Legislation showed that the recognition of the 
existence of indigenous people with regard to the aspects of land, forestry, 
plantation, and living environment has been very strong and it has been proven 
that such arrangement has been stated in the Regulation of Legislation, although, 
up to now, there is no harmonious legal instrument andadequate  implementation 
yet. The position of law (legal position) over the system of land tenure practiced 
by indigenous people in Simangambat Subdistrict is factually still recognized by 
the community. Where the adat land of Simangambat Subdistrict called “Tanah 
Adat Luhat Simangambat” exists is currently still recognized, but juridically, the 
existence of the adat land has not been able to be implemented because Local 
Regulation for that purpose has not been issued yet. According to the Decision of 
Constitutional Court on adat forest, Adat Forest is the forest belongs to the local 
indigenous people and it can be used as a guideline in the issuance of Local 
Regulation. The legal action taken was by advocating the community to socialize 
the Decision of Constitutional Court No 35/ PUU-X/ 2012 and provide 
recommendations to the government to issue a Local Regulation.  
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I. PENDAHULUAN 
Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indonesia telah lama 
mendapat perhatian. Sifat hubungan itu senantiasa berkembang, menurut 
perkembangan budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik dan ekonomi. 
Kuatnya sistem penguasaan tanah menurut adat merupakan sistem penguasaan 
tanah oleh masyarakat hukum adat yang merupakan cerminan dari sistem budaya 
dan perekonomian tradisional yang hidup di Indonesia.
1
 Sistem penguasaan yang 
khas milik Indonesia kemudian berkembang dalam kebiasaan sehari-hari yang 
akhirnya diakui dan ditaati sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan nama 
hukum adat.
2
  
Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, 
karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya 
                                                          
1
 Soetomo, Politik dan Administrasi Agraria, (Malang: Usaha Nasional, 1986), Hal. 9. 
2
 Ibid. 
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Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 18B ayat (2),
3
 
Pasal 28I ayat (3)
4
 dan TAP MPR Nomor IX/ 2001 Pasal 4 huruf (j)
5
 jo Nomor 
XVII/ 1998 Pasal 41
6
 jo UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasai Manusia.  
Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan:
7
 
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan 
hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum 
adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, 
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. 
Hal ini dipertegas dalam Pasal 5 UUPA yang menyebut bahwa hukum 
agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat. Hukum 
Adat yang dapat dipakai sebagai hukum agraria adalah hukum adat yang telah 
dihilangkan sifat-sifat khusus kedaerahannya dan diberi sifat Nasional.  
Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi, maka pada sektor 
kehutanan sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada, pemerintah 
menyusun UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (untuk selanjutnya 
disebut UU Kehutanan). Pasal 3 UU Kehutanan menyebutkan bahwa: 
“Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 
yang berkeadilan dan berkelanjutan”8  
                                                          
3
 Pasal 18B ayat (2) berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak teradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 
undang-undang.”(**). 
4
 Pasal 28I ayat (3) berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”(**). 
5
 Pasal 4 huruf (j) berbunyi: Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat 
hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam”. 
6
 Pasal 41 berbunyi: “Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah 
ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.” 
7
 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, (Jakarta: Buku Kompas, 2001), Hal. 
54. 
8
 Lihat Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yeng menjelaskan bahwa: 
“Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang 
berkeadilan dan berkelanjutan dengan: a). Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup 
dan sebaran yang proporsional, b). Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi 
konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, 
budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, c). Meningkatkan daya dukung daerah aliran 
sungai, d). Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan 
masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu 
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Faktanya selama berlakunya UU Kehutanan ini telah di jadikan sebagai 
alat oleh Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas 
wilayah hutan adatnya untuk kemudian di jadikan sebagai hutan Negara, yang 
selanjutnya justru atas nama Negara di berikan dan/ atau diserahkan kepada para 
pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk di eksploitasi tanpa 
memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat, hal ini 
menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut 
dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka. Praktik demikian 
terjadi pada sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini pada 
akhirnya menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakuan UU 
Kehutanan.
9
 
Pasal-Pasal dalam UU Kehutanan yang dianggap telah di jadikan sebagai 
alat oleh Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas 
wilayah tanah adat, kemudian dijadikan sebagai hutan Negara adalah Pasal 1 
angka (6), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 67 ayat (1), (2), 
(3) UU Kehutanan yang berbunyi: 
Pasal 1 ayat (6) UU Kehutanan yaitu: “Hutan adat adalah hutan (Negara) 
yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”  
Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan yaitu: “Penguasaan hutan oleh Negara 
tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih 
ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional.” 
Pasal 5 UU Kehutanan yaitu: 
Ayat (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: 
a. Hutan Negara, dan. 
b. Hutan Hak. 
Ayat (2) Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat 
berupa hutan adat. 
                                                                                                                                                               
menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, 
dan e). Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.” 
9
 Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012, tanggal 26 Meret 2013, Hal. 3-4. 
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Ayat (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut 
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan 
diakui keberadaannya. 
Ayat (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang 
bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali 
kepada Pemerintah. 
Pasal 67 UU Kehutanan yaitu: 
Ayat (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih 
ada dan diakui keberadaannya berhak: 
a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup 
sehari masyarakat adat yang bersangkutan. 
b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang 
berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. 
c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraannya. 
Ayat (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. 
Adanya ketentuan hutan adat sebagai bagian hutan Negara yang berarti 
dapat mengaburkan eksistensi dari hutan adat karena Negara dapat secara bebas 
mengambil alih hutan adat untuk kepentingan tertentu. UU Kehutanan tersebut 
telah digugat oleh kelompok masyarakat hukum adat yaitu: Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu 
Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 
Kasepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan mengajukan gugatan 
uji materi Pasal-Pasal tersebut di atas ke Mahkamah Konstitusi yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap (final dan mengikat) dengan mengabulkan 
gugatan pemohon sebagian dalam Keputusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012 
tanggal 26 Maret 2013 sehingga hutan adat mendapat kedudukan yang kuat 
kembali.  
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Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/ Menhut-II/ 2005, tentang 
Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara Seluas ±3.742.120 (Tiga 
juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 
Februari 2005 di masukkan dalam kawasan hutan. Sementara masyarakat 
setempat mengakui sebagai tanah adat atau hutan adat mereka yang sudah di 
kuasai secara turun-temurun. Seluruh bidang-bidang tanah masyarakat hukum 
adat sebagian berasal dari tanah adat seluruhnya berada di Kecamatan 
Simangambat (dahulu Kecamatan Barumun Tengah) Kabupaten Tingkat II 
Tapanuli Selatan (sekarang Padang Lawas), Provinsi Sumatera Utara.
10
 Akibat di 
berlakukannya SK Menhut Nomor 44/ Menhut-II/ 2005 tentang penetapan 
kawasan hutan menyebabkan setiap orang yang mengurus sertipikat tanah 
miliknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tolak karena wilayah tersebut 
masuk kawasan hutan register 40 Padang Lawas.   
Dalam kenyataannya yang dimasukan ke dalam hutan lindung banyak 
yang telah berubah fungsi jadi perkebunan ada yang semula memang merupakan 
hutan adat yang dikelola dan dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Tanah Negara 
bukanlah tanah yang dimiliki oleh Negara, tetapi tanah yang dikuasai dan diurus 
oleh Negara, dan Negara memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk 
menguasai. Asal konsep tanah Negara itu adalah Negara bukan pemilik, tetapi 
hanya mengatur, mengurus dan menjaga.
11
 Berdasarkan latar belakang tersebut di 
atas yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan penguasaan tanah masyarakat hukum adat dalam 
Peraturan Perundang-Undangan? 
2. Bagaimana kedudukan hukum atas penguasaan tanah masyarakat hukum 
adat di Kecamatan Simangambat?  
3. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan atas penguasaan tanah 
masyarakat hukum adat Kecamatan Simangambat pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012? 
                                                          
10
 Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/ PDT.PLW/ 2007/ PN.PSP, Hal. 5. 
11
 Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, Hukum Kehutanan di Indonesia, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hal. 96. 
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Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas yang menjadi tujuan 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui tentang pengaturan penguasaan tanah masyarakat 
hukum adat dalam peraturan Perundang-Undangan; 
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum atas penguasaan tanah masyarakat 
hukum adat di Kecamatan Simangambat, dan 
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan atas penguasaan 
tanah masyarakat hukum adat Kecamatan Simangambat Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012. 
 
II. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang diharapkan 
untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan 
yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang 
diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab 
permasalahan.
12
  
Penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-
sumber hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Pengadilan dan 
beberapa buku mengenai hukum pertanahan yang ada untuk mengetahui 
keberadaan atas tanah adat masyarakat hukum adat Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012 khususnya di Kecamatan Simangambat 
Kabupaten Padang Lawas Utara. 
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 
pada dasarnya pada metode. Sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
menganalisanya, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 
hukum tersebut untuk kemudian ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.  
                                                          
12
 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: 
Alumni, 1994), Hal. 101. 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian yang berbasis kepada Ilmu Hukum 
Normatif, dan mengacu kepada norma-norma hukum positif yang terdapat 
didalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.
13
 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 
studi kepustakaan (library research) yaitu: menghimpun data-data dengan 
melakukan penelahaan kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, karya 
ilmiah, hasil penelitian dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek 
penelitian, untuk mendukung data melakukan penelitian secara langsung 
kelapangan dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu: studi dokumen, 
wawancara, daftar pertanyaan dan melakukan pengamatan (survey) terhadap 
narasumber. 
Sebagai penelitian Hukum Normatif, penelitian ini menitikberatkan pada 
data studi kepustakaan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Undang-Undang dan Peraturan-
peraturan yang terkait dengan objek penelitian, di antaranya: Undang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau 
pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya 
dengan objek penelitian.
14
 
c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang 
untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 
primer dan sekunder seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, 
internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.
15
 
 
                                                          
13
 Ibrahim Johni, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media 
Publishing, 2005), Hal. 336. 
14
 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1982), Hal.24. 
15
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), Hal. 14. 
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III. HASIL PENELITIAN DAN PEMEBAHASAN  
Berikut inventarisir beberapa Perundang-Undangan yang secara yuridis 
memberikan pengakuan baik mengenai eksistensi keberadaannya maupun 
mengenai hak-hak yang melekat pada masyarakat hukum adat. 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Pasal 18B (1) berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang 
diatur dengan Undang-Undang” 
Pasal 18B ayat (2) berbunyi: Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-
Undang.
16
  
Pasal 28I ayat (3) berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat 
tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”17 
Dalam Pasal ini di akui adanya kebudayaan sebuah kelompok masyarakat, 
walaupun belum jelas masyarakat mana yang di maksud. Ketika Pasal ini di 
hubungankan dengan Pasal 18B ayat (2) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
yang dimaksud dengan masyarakat tradisional dalam Pasal 28I ayat (3) adalah 
masyarakat hukum adat dengan hak tradisionalnya.  
2. TAP MPR Nomor XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Azasi Manusia.  
Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada 
masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak azasi 
manusia. Hal tersebut terlihat pada Pasal 32 yang menyatakan bahwa “Setiap 
orang berhak mempunyai hak milik tersebut tidak boleh sewenang-wenang, 
selanjutnya pada Pasal 41 disebutkan bahwa: “Identitas  budaya masyarakat 
tradisional, termasuk hak ulayat, dilindungi selaras dengan perkembangan 
zaman.” Tap XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Azasi Manusia telah diterjemahkan 
ke dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
18
 
                                                          
16
 Lihat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 
17
 Lihat Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. 
18
 Ade, Saptono, Hukum dan Kearifan Lokal, (Jakarta: Grasindo, 2006), Hal. 17. 
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Pasal 5 ayat (3) berbunyi: “Setiap orang yang termasuk kelompok 
Masyarakat yang rentan berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan lebih 
berkenaan dengan kekhususannya.” Pasal 6 ayat (1) berbunyi: “Dalam rangka 
penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat 
hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan 
Pemerintah.” Pasal 6 ayat (2) berbunyi: “Identitas budaya masyarakat hukum adat, 
termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.” 
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. 
Pasal 2 ayat (4) berbunyi: “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas 
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan 
masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan 
Pemerintah.”19 
Pasal 5 berbunyi : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang 
angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, 
dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang 
tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan 
lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar 
pada Hukum Agama.
20
 
Secara khusus perlu dicatat adanya sikap ambivalen dalam UU Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, terhadap hukum adat dan masyarakat 
adat. Pada suatu sisi, undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa hukum 
Adat merupakan sumber dari hukum agraria nasional kita. Namun pada sisi lain, 
eksistensi masyarakat hukum adat (yang merupakan konteks sosio cultural 
lahirnya hukum adat tersebut) dibebani dengan beberapa kondisionalitas, yang 
berpotensi untuk menafikkan keberadaan masyarakat adat tersebut. Peraturan 
Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 
Tentang Tanah Ulayat. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 
                                                          
19
 Lihat Pasal 2 ayat (3) UUPA Nomor 5 Tahun 1960. 
20
 Lihat Pasal 5 UUPA Nomor 5 Tahun 1960. 
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Nasional ini memberikan petunjuk teknis tentang prosedur penelitian, pengesahan, 
dan pendaftaran tanah ulayat. 
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak 
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.  
Peraturan Menteri Agraria ini mengatur tentang Tata Cara Pembatalan 
Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan dapat kita lihat dalam Pasal-Pasal 
berikut ini: 
Pasal 3 berbunyi: Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhada 
bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah 
sebagaiman dimaksd Pasal 6: 
Sampai dewasa ini secara yuridis materil tanah yang dikenal sebagai tanah 
hak milik yang banyak terdapat ditengah masyarakat adalah hak milik 
berdasarkan hukum adat. Apalagi oleh UUPA pada Pasal 22 dinyatakan bahwa 
hak milik dapat terjadi berdasarkan hukum adat yang akan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. sementara Peraturan Pemerintah dimaksud tak kunjung 
lahir.
21
  
Berdasarkan Peta dan Surat Keterangan, catatan Tahun 1929 yaitu pada 
tanggal 28 Agustus 1929. Tanah Hak Milik / Hutan Milik Adat Luhat 
Simangambat yang dicatat salah seorang peserta rombongan kepala Luhat 
Simangambat (Sutan Mohodum) bernama Djasutor Harahap meninjau perbatasan 
ke Siak dan Kota Pinang, dengan batas-batas sebagai berikut :
22
 
1. Sebelah Utara  : Huala Sei Jabi - Jabi Nagodang - Parasaran ni Hiong - 
Huala Sei Sorik - Seberang Barumun ke Simataniari - 
Lobu Jelok - Tor Hije - Tor Silak - lak - Parasaran ni 
Hak - Adian Mandera - Pangkat Dorom - Ladang - 
Barubi -Laut Napangga (Siak); 
2. Sebelah Timur : Luat Napangga (siak) - Sei Batang Humu - Huala Sei 
Mahato – Tempat Datuk Mahato - Hapar Sosak - 
Concang Magoga - Padang Mandera - Huala Sei 
Sihiuk/ Wilayah Sultan Siak; 
                                                          
21
 Tampil Ansari, Mempertahankan Hak Atas Tanah, (Medan: Multi Grafika Medan, 
2005), Hal. 25. 
22
 Berdasarkan Surat/ Peta Lokasi Tanah Adat Luhat Simangambat Kecamatan Barumun 
Tengah, Tapanuli Selatan.  
A h c m a d  S a n d r y  N a s u t i o n  | 11 
 
3. Sebelah Selatan : Huala Sei Sihiuk - Huala Binaga Aek Hatinar - Sei 
Lumpatan Harimau - Aek Sihala - Adian Jior - Adian 
Balangka   Nagodang - Batu Margulang/ Batu 
Tambun (Tanah adat ulayat Unte Rudang, Binaga) 
Wilayah Sultan Padang Bolak; 
4. Sebelah Barat : Batu Tambun - Tamosu Paranggunan - Tamosu 
Mariring - Hubu Parpasaran - Aek Jabi-Jabi 
Nagodang terus ke Hualanya (Wilayah Sultan 
Halogonan).  
Keberadaan dan kedudukan masyarakat hukum adat di Kecamatan 
Simangambat masih ada dan diakui oleh masyarakat adat setempat. Hal ini 
dibuktikan oleh adanya lembaga adat masyarakat setempat sejak dahulu yang 
merupakan bekas kerajaan Luhat Simangambat dan Luhat Ujung Batu juga 
dengan adanya wilayah masyarakat adat yang disebut dengan “luhat” serta adanya 
tatanan hukum adat yang disebut tumbaga holling, lembaga adat tersebut dipinpin 
oleh raja Panusunan Bulung. Lembaga adat tersebut tetep hidup sampai saat ini 
dan telah dikukuhkan secara formal dengan nama “Lembaga Adat Kecamatan 
Simangambat”. 
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas kedudukan 
masyarakat hukum adat Kecamatan Simangambat terhadap hak atas hutan adatnya 
tentu semakin kuat. Namun keberadaan tanah adat Kecamatan Simangambat 
belum diatur dalam Peraturan Daerah sebagai penetapan atas keberadaan tanah 
adat yang di persyaratkan oleh Pemerintah. Tanah Adat Kecamatan Simangambat 
tersebut telah di kerjasamakan untuk dijadikan sebagai kebun kelapa sawit dengan 
sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi masyarakat hukum adat setempat yang 
tergabung dalam keanggotaan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan 
(KPKS Bukit Harapan) dan Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Batu 
(Koperasi Parsub)  dengan Bapak Angkat PT.Tor Ganda. 
Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya UUPA berlaku bersamaan dua 
perangkat hukum tanah di Indonesia (dualisme). Satu bersumber pada hukum adat 
disebut hukum tanah adat dan yang lain bersumber pada hukum barat disebut 
hukum tanah Barat. Dengan berlakunya hukum agraria yang bersifat nasional 
(UUPA) maka terhadap tanah-tanah dengan hak barat maupun tanah-tanah dengan 
hak adat harus dicarikan padanannya di dalam UUPA. Untuk dapat masuk ke 
dalam sistem dari UUPA diselesaikan dengan melalui lembaga konversi.  
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Selain tanah-tanah yang disebut di atas yang tunduk pada hukum adat ada 
juga hak-hak atas tanah yang lain yang dikenal dengan nama antara lain ganggam 
bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituas dan lain-lain.  
Ciri hak milik berdasarkan hukum adat ini adalah melalui proses 
pembukaan tanah oleh individu atas tanah-tanah hak ulayat. Pada masa berikutnya 
biasa saja terjadi pengalihan hak, bisa kepada orang masyarakat hukum adat 
setempat dan tidak tertutup kemungkinannya kepada mereka yang bukan anggota 
masyarakat hukum yang bersangkutan. Hal ini dapat dan mudah terjadi akibat 
perkembangan masyarakat bahwa satu masyarakat hukum adat tidak dapat lagi 
hidup secara eksklusif (tersendiri) sebagai suatu refleksi jiwa masyarakat 
Indonesia yang merasa sebagai satu bangsa dan satu tanah air Indonesia.
23
  
Ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
(a) UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 27 UUPA. Menurut 
Pasal 50 ayat (1) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan 
undang-undang. Undang-undang yang diperintahkan disini sampai sekarang 
belum terbentuk. Untuk itu diberlakukan Pasal 56 UUPA, yaitu selama Undang-
undang tentang hak milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-
ketentuan Hukum Adat setempat dan Peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak 
bertentangan dengan UUPA.
24
 
Hak-hak atas tanah berdasarkan sistem UUPA terikat kepada beberapa 
azas atau prinsif terutama azas hak menguasai Negara, azas kebangsaan (prinsip 
nasionalitas), prinsip unifikasi, prinsip kesamaan kedudukan antara laki-laki dan 
wanita untuk memperoleh hak atas tanah, perinsip terjadi dan hapusnya hak, 
prinsip fungsi sosial tanah, kewajiban-kewajiban subjek dalam penggunaan tanah 
dan lain-lainnya. Semua azas/ prinsif dimaksud melekat pada masing-masing hak 
atas tanah tersebut.
25
 
Hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat termasuk hutan 
Negara, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari hasil hutan 
tersebut dalam satu ekosistem yang dalam sistem kehutanan harus tidak terpisah 
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 Ibid. 
24
 Urip Santoso, Hukum Agraria (Kajian Komprehensif), (Jakarta: Perdana Media Grup, 
1996), Hal. 92. 
25
 Tampil Ansari, Loc. Cit, Hal. 26. 
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dari pengertian hutan itu sendiri. Di dalam isi hak ulayat tidak membedakan hutan 
dan bukan hutan, sebab yang menjadi hak ulayat itu sendiri meliputi: 
a. Tanah (daratan); 
b. Air (perairan) seperti misalnya sungai, danau, pantai beserta perairannya. 
c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar; 
d. Binatang yang hidup liar di hutan. 
Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat hukum adat tersebut telah 
mengaburkan hubungan hak ulayat itu dengan masyarakatnya. Masyarakat Adat 
yang meninggalkan tanahnya dan pindah ke tempat lain, karena dianggap tidak 
subur lagi di tempat semula dan akan pergi kedaerah lain sehingga eksistensi hak 
ulayat itu mulai diperjualbelikan dan menjadi menguatlah hak seseorang di atas 
tanah ulayat.
26
 
Hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sebagai berikut: 
Ayat (1)  
Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan 
diakui keberadaannya berhak: 
a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup 
sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; 
b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang 
berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan 
c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraannya. 
Ayat (2)  
Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Ayat (3)  
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 
                                                          
26
 Ibid. 
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Dalam penjelasan Pasal 67 UU Kehutanan diperjelas lagi bahwa: 
Ayat (1)  
Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya 
memenuhi unsur antara lain: 
a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); 
b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 
c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; 
d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang 
masih ditaati; 
e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan, dan 
f. Sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.  
Warga masyarakat hukum adat mempunyai hak dan kewajiban terhadap 
hutan. Hak tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari 
hutan yang meliputi: Hak untuk menikmati hasil hutan yang berupa kayu, rotan, 
damar, madu dan sebagainya, termasuk juga untuk tempat berburu binatang. 
Adapun kewajiban warga masyarakat hukum adat terhadap hutan adalah menjaga 
hutan agar lestari. Pelanggaran atas kewajiban tersbut dapat dikenakan sanksi 
sesuai dengan aturan adat yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat hukum adat 
yang bersangkutan.
27
 
Ciri-ciri hak ulayat adalah hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta 
para warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah yang ada di 
wilayah persekutuan. Orang luar hanya boleh menggunakan tanah (hak ulayat) itu 
dengan ijin penguasa persekutuan. Warga persekutuan hukum boleh mengambil 
manfaat dari wilayah persekutuan dengan batasan hanya untuk keperluan 
keluarganya. Persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi di 
wilayahnya. Hak ulayat tidak dapat dialihkan dengan cara apapun juga. Hak 
ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak 
perorangan.  
Mengenai adanya perkebunan kelapa sawit pada tanah/ hutan adat tidak 
mengurangai keberadaaan dan status hutan adatnya karena ada yang berpendapat 
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 Putu, Oka, Nakan, Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan Di Sulawesi 
Selatan (Sejarah, Realita Dan Tantangan Menuju Pemerintah Otonomi Yang Mandiri), (Bogor: 
Center For Internasional Forestry Research, 2005), Hal. 14. 
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bahwa tanaman kelapa sawit juga termasuk tanaman hutan. Adanya komitmen 
Pemerintah untuk melindungi lingkungan dan menjaga kelestarian hutan, dan juga 
menegakkan hukum terhadap perusak hutan, sebagaimana terlihat dari Keptusan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2011, dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, 
maka para pelaku pengusaha kebun khususnya yang berskala besar yang berada 
dalam kawasan hutan, sudah mulai was-was.  
Kondisi yang berkembang di kawasan hutan, nampaknya sudah mulai 
disikapi oleh Kementerian Kehutanan secara bijak. Menteri Kehutanan ingin 
mengambil kebijakan agar keberadaan kawasan hutan tidak berkurang dan 
berusaha memberikan solusi kepada pengusaha perkebunan di kawasan hutan, 
sehingga Kementerian Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI 
Nomor P. 62/ Menhut-II/ 2011, tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman 
Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan 
Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) tanggal 25 Agustus 2011. Permenhut ini 
menyebutkan kelapa sawit dianggap sebagai tanaman indusri (pohon berkayu). 
Perlu ditegaskan bahwa dalam konsepsi hukum tanah nasional, 
pembicaraan tentang hak ulayat tidak hanya mengenai tanah saja, melainkan juga 
meliputi segala isinya, termasuk di dalamnya hutan (ulayat). Dengan demikian, 
jika hak ulayat terbukti memang masih eksis dalam suatu masyarakat hukum adat 
tertentu, maka apabila di atas tanah ulayat itu terdapat juga hutan, hutan itu 
termasuk ruang lingkup hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 
Jika dalam konsepsi hukum tanah nasional, dikenal 3 (tiga) entitas 
berkenaan dengan status tanah, yakni tanah Negara, tanah hak dan tanah ulayat, 
maka dalam konsepsi hukum kehutanan, hanya dikenal 2 (dua) status hutan, yakni 
hutan Negara dan hutan hak. Hanya saja dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 35/ PUU-X/ 2012 telah mengukuhkan status hutan adat sehingga saat ini 
dikenal tiga status hutan yaitu hutan hak, hutan Negara dan hutan adat (hutan adat 
ini termasuk di dalamnya tanah hak ulayat).  
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menganut persepsi yang 
berbeda tentang hak ulayat. Jika dalam hukum tanah nasional hak ulayat di sikapi 
sebagai hak atas tanah plus segala isinya (baik hutan maupun non hutan), maka 
dalam konsepsi kehutanan terkesan tidak mengakui hak ulayat oleh karena UU 
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Kehutanan pada awalnya memasukkan hak ulayat yang di dalamnya ada hutan 
adat sebagai hutan Negara. Hal ini dapat disimpulkan dari pengertian hutan adat 
(Pasal 1 angka (6) UU Nomor  41 Tahun 1999) sebagai berikut: “Hutan adat 
adalah hutan Negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat”, sedangkan 
hutan Negara (ketentuan umum Pasal 1 angka 4 UU Nomor 41 Tahun 1999) di 
definisikan sebagai:  “Hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas 
tanah”.   
Akibat diberlakukannya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
tepatnya Pasal 1 angka (6) tentang definisi hutan adat dan hutan Negara, apabila 
dihilangkan frase “Negara” akibat Putusan MK yang menyatakan bahwa frase 
tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, maka bunyi ketentuan Pasal tersebut menjadi : “Hutan adat adalah 
hutan yang berada dalam wilyah masyarakat hukum adat.”  
Apabila frase “Negara” masih ada dalam Pasal 1 angka (6) UU Kehutanan 
maka Pemerintah akan seenaknya saja menunjuk dan menetapkan suatu kawasan 
hutan. Dengan demikian termasuklah tanah yang bukan kawasan hutan milik 
rakyat kecil dan masyarakat hukum adat menjadi tidak berkepastian hukum. 
Namun, apabila frase “Negara” dihilangkan (dinyatakan tidak mengikat dan tidak 
sah) maka Pemerintah harus melalui proses untuk menetapkan kawasan hutan, 
tidak bisa seenaknya saja menunjuk bahwa suatu areal adalah kawasan hutan 
melainkan harus melalui suatu tahapan penelitian dan sebagainya. Mengenai 
akibat hukum Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012 terhadap keberadaan 
masyarakat hukum adat oleh karena Pasal 1 angka (6) khusunya secara eksplisit 
menjadi tidak berlaku lagi dan batal demi hukum menyatakan frase “Negara” 
menjadi tidak sah.  
Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012 
yang menguji UU Kehutanan khususnya ketentuan Pasal 6 angka (1) telah 
memberikan kekuatan hukum atas kedudukan pengusaaan tanah adat oleh 
masyarakat hukum adat sehingga keberadaan dan perlindungan penguasaan tanah 
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masyarakat hukum adat mendapat tempat yang semakin kuat dan dengan Putusan 
tersebut telah menjadikan masyarakat adat setidaknya:
28
 
1) Pengakuan masyarakat adat sebagai “penyandang hak” (rights-bearer), 
dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Putusan MK perlu dimaknai 
sebagai pemulihan kewarganegaraan masyarakat adat; 
2) Setelah Putusan MK atas perkara Nomor 35/ PUU-X/ 2012 itu, 
tantangan terbesar saat ini adalah mewujudkan ralat konsep 
pembangunan dan ralat kebijakan secara menyeluruh, dan 
3) Putusan MK perlu dijadikan rujukan bagi perubahan mendasar dalam 
pengelolaan kekayaan alam dan sumber-sumber agraria lainnya. 
Oleh karena itu seharusnya pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara 
dalam rangka menindak lanjuti Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012 dapat 
mengambil langkah-langkah untuk penetapan hutan adat khususnya di Kecamatan 
Simangambat dengan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 
1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum 
Adat sampai kepada penerbitan Peraturan Daerah. Selanjutnya upaya hukum yang 
dapat dilakukan adalah dengan mengadvokasi masyarakat guna mensosialisasikan 
Putusan tersebut dan membuat permohonan usulan kepada Pemerintah Daerah 
untuk menerbitkan Peraturan Daerah dalam rangka mengukuhkan keberadaan 
tanah adat masyarakat hukum adat di Kecamatan Simangambat. 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Pengaturan penguasaan tanah masyarakat hukum adat dalam peraturan 
Perundang-Undangan dapat dilihat bahwa pengakuan keberadaan 
masyarakat hukum adat berkenaan dalam aspek pertanahan, kehutanan, 
perkebunan dan lingkungan hidup sudah sangat kuat terbukti pengaturan 
tersebut telah dituangkan dalam peraturan Perundang-Undangan, 
walaupun hingga kini belum ada perangkat hukum yang bersifat 
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 Mia Siscawati, Ph.D. Sajogyo, Institute Pelatihan awal REDD, (Tindak Lanjut Putusan 
MK Nomor 35, MRV dan Pemanfaatan CLAS Lite untuk Analisis Deforestasi Bali, tanggal 18-22 
November 2013). 
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harmonis demikian juga implementasinya masih kurang. Peraturan 
Perundang-Undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR Nomor XVII/ MPR/ 1998 
tentang Hak Azasi Manusia, TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 dan 20 
(dua puluh) Undang-Undang lainnya yang mengatur keberadaan 
masyarakat hukum adat serta peratuaran yang lebih rendah yang bersifat 
operasional, seperti PMDN Nomor 37 Tahun 2007, PMNA/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 09 Tahun 1999 kemudian juga telah 
dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012;  
2. Kedudukan hukum atas penguasaan tanah adat di Kecamatan 
Simangambat secara faktual masih diakui oleh masyarakat. Dimana 
tanah adat Kecamatan Simangambat disebut “Tanah Adat Luhat 
Simangambat” yang sampai saat ini diakui keberadaannya. Pengakuan 
tersebut juga diperkuat oleh tokoh-tokoh adat Kecamatan Simangambat, 
namun secara yuridis hingga kini keberadaan tanah adat tersebut belum 
dapat diimplementasikan oleh karena belum diterbitkan Peraturan Daerah 
tentang pengakuan atas keberadaan tanah adat tersebut. Keputusan 
Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat adalah hutan adatnya 
masyarakat hukum adat setempat dapat menjadi pedoman dalam 
penerbitan Peraturan Daerah; 
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan pasca Putusan MK Nomor 35/ PUU-
X/ 2012 adalah dengan mengadvokasi masyarakat guna 
mensosialisasikan, dan selanjutnya dapat membuat usulan kepada 
Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah.  
B. Saran  
1. Agar pengakuan dan pengaturan kedudukan tanah adat dalam peraturan 
Perundang-Undangan ini tidak sia-sia, maka perlu harmonisasi peraturan 
Perundang-Undangan yang lebih operasional serta mengkaji ulang 
peraturan Perundang-Undangan yang melemahkannya; 
2. Agar diperkuat kedudukan hukum atas penguasaan tanah adat melalui 
penerbitan peraturan Perundang-Undangan baru yang lebih operasional; 
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3. Agar tokoh-tokoh adat Kecamatan Simangambat segera mengusulkan 
Peraturan Daerah kepada pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara 
untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang pengakuan keberadaan 
tanah adat Kecamatan Simangambat sebagai tindak lanjut Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012.  
 
V. DAFTAR PUSTAKA  
Soetomo, Politik dan Administrasi Agraria, Malang: Usaha Nasional, 1986. 
Sumardjono, S, W, Maria Kebijakan Pertanahan, Jakarta: Buku Kompas, 2001. 
Yusuf, Muis, Abdul, Hukum Kehutanan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 
2011. 
Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, 
Bandung: Alumni, 1994. 
Johni, Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu 
Media Publishing, 2005. 
Soemitro, Ronny, Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1982. 
Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 
Rajawali Pers, 1990. 
Saptono, Ade, Hukum dan Kearifan Lokal, Jakarta: Grasindo, 2006. 
Ansari, Tampil, Mempertahankan Hak Atas Tanah, Medan: Multi Grafika Medan, 
2005. 
Santoso, Urip, Hukum Agraria (Kajian Komprehensif), Jakarta: Perdana Media 
Grup, 1996. 
Nakan, Oka, Putu, Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan Di Sulawesi 
Selatan (Sejarah, Realita Dan Tantangan Menuju Pemerintah Otonomi 
Yang Mandiri), Bogor: Center For Internasional Forestry Research, 2005. 
Mia Siscawati, Ph.D. Sajogyo, Institute Pelatihan awal REDD, (Tindak Lanjut 
Putusan MK Nomor 35, MRV dan Pemanfaatan CLAS Lite untuk Analisis 
Deforestasi Bali, tanggal 18-22 November 2013). 
Republik  Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. 
A h c m a d  S a n d r y  N a s u t i o n  | 20 
 
Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria. 
Republik Indonesia, Uundang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/ PDT. PLW/ 2007/ PN. PSP. 
Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
